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Menimbang: a. Bahwauntuk melaksanakan ketentuan dalam pasa
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yvang
dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan

Gizi Buruk dan Stunting;

b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia
dalam pencegahan stunting (2021) pemerintah
melaksanakankegiatan  Penguatan Kader Permbangunan
Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;

c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra
pemerintah Nagarivang diperlukan keberadaannva dalam
monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;

d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di
Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat

peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas

sumber daya masvarakat;

e. Bahwa kejadian stunting  disebabkan oleh faktor vang bersifat
multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000
hart nertama kehiwdninan
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f. Hﬂhu'ﬂ

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
(lnlnn‘i huruf a, b. c¢. d dan huruf e , maka pp_-r]u menetapkan
Keputusan Wali Nagar Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek
Hulu TapanKabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan

Rader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun Anggaran 2021,

MET]gingﬂ‘[ S Undang-UndBngDasar Nﬂgﬂrﬂ Rppuh“k lndﬂnEﬁia Tahun 1945

dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar

seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbuny!1
berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
“Setiap orang berhak atas

mbangan dirinya

“Setiap orang

pelayanan keschatan, ayat (3)
jaminan sosial yang memungkinkan penge
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010
tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS)Bagi Balita:

Scanned by TapScanner




£ Peraty ran

226

Menter Kesehatan Nomor

(
)/Menkes/Pnr/)(]/Qm | e liiaan

Plast tentang pedoman
erile - _ |
— Hidup Bersih dan Sehat (Berira Negaré Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang

Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
Tahun 2014 tentang

indonesia Tahun

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23
Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik
2014 Nomor 967);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunar Daerah Tertinggal, dan

tan
Transmigrasi (FDTT-RI) Nomor 3 Tahun 2015‘ ter;h I8
Pendamping Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 160 );

11. Peraturan Menteri Kesehatan Re
tahun 2016 Tentang pedoman penyelenggaraan Prograim

Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

publik [ndonesia Nomor 39

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunarn Daerah Tertmggajl, dan
Transmigrasi (PDTT-RI) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

14. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2015 tentang Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan ;

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

PERTAMA Mengangkat Saudara/1
Nama - LIA ANDRIANI
Tempat/tgl lahir : Tapan, 13-08-1994
Umur : 26 Tahun
Pendidikan Terakhir : Srata 1
Alamat Lengkap : Binja1 Tapan
No HP/WA : 082382210200
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RETIGA Dala |
j am melaksanakan tugasnya Kader Pembangu
VAP bertanggung jawab kepada -
. Pemerintah Nagari
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisit Selatan
3. Dinas PMDPP&KB Kabupaten PesiSit Selatan
4. Pendamping Lokal Desa, pendamping Desa d
Pengembangan Sosial Dasar
Dalam Rangka Konvergensi Stunting.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tangea diietep

ketentuan bahwa :

a. Biaya akibat ditetapk
tan dan Belanja
ekeliruan dalam penetapan

Anggaran Pendapa
b. Apabila terdapat k

annya keputusan ini, dibeb

Nagari Tahun 2022.
keputusan ini

1embusan Disampaikan K epada Yth :
Dinas DPMD 1 wovinsi Sumalterd Barat

I K{fﬂufu

2. Bupali Pesisir Selatan Sebagai Laporan

( ‘amat Sebagai Laporan

i
-

4. Arsip

Scanned by TapScanner



